
|

WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR i4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 52 TAHUN
2014 TENTANG STANDAR PIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2015.

WALIKOTA PAGAR ALAM

: a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah
Kota Pagar Alam telah melakukan pembahasan secara bersama

tentang klasiikasi tingkat perjalanan dinas Pirvinan dan

Anggota DPRD kota Pagar Alam,
. Bahwa berdasarl:in Surat DPRD Kota Pagar Alarm Nomorb.

175/98/DPRD-KPA/2015 tentang Revisi Peraturan Walikota
Nomor 52 Tahun 2015 yang isinya menerangkan hasil rapat
gabungan Anggota DPRD dengan Walikota Pagar Alam pada hari
Selasa tangga! 26 Mei 2015 membahas klasifikasi perjalanan
dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD bahwa hasil rapat
tersebut telah uda kesepakatan untuk tingkat perjalanan dinas
bagi pimpinan uan anggota DPRD termasuk dalam klasifikasi
Tingkat A:

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimara dimaksud padab.

huruf a dan 0» untuk menghindari kerugian keuangan daerah,
maka perlu diadakan perubahan Kedua Peraturan Walikota
Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Biaya
Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Tidal: Tetap dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar
Alam Tahun Anggaran 2015:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001

tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI



Tahun 2001 Ncmor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4115):

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

2.

Tahun 2003 Noraior 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomur 4286) :

. Undang-undang Pepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tah'in 2004 Nomor 5, Tatnbahan Lembaran Negara

Republik Indone sia Nomor 4355 ):

3.

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4.

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400):

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Dazrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun:2004 Nonior 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438):

5.

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

6.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494):

. Undang-undang Republik Indonesia Ncmor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),

7.

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protukuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4416)

sebagaimana 'clakh beberapa kali diubah terakhir dengan

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang



Menetapkan

Perubahan ketiga utas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2004 (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

#7, Tarabahar Leimbaras Hegara RepuLlik indonesia Nomor

4712):

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang

Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai

dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah

dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakiian Rakyat Daerah:

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tenteng Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

11. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor :

113/PMK.05/2012 Tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalanan
.

Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan

Pegawai Tidak Tctap,

12. Peraturan Dacrah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2014

tentang APBD Tanun 2015 ( Lembaran Daerah Kota Pagar Alam

Tahun 2014 Nomur 7 Seri A),

13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2014

tentang standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai

Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 yang telah

diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun

.

2015 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam

Nomor 52 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA

PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NLGSRI SIPIL



DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2015,

Pasal I

Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2014 tentangStandar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota PagarAlam Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun2014 Nomor 52 Seri E) yang telah diubah dengan PeraturanWalikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2015 tentang PerubahanPeraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2014, diubah :

1. Beb V Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pasal 10 ayat 1 huruf adan b diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 Ayat (1), digolongkan dalam3 (tiga) tingkat,
yaitu :

3

a) Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD
dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam ,

b) Tingkat B untuk Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam dan
Pejabat Eselon II lainnya,

c) Tingka' C untuk :

- Pejabat Isselon HI/PNS Golongan IV,
- Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III,
- PNS Golongan II dan Golongan I,



(2) Penyelenggaraan tingkat Biaya Perjalanan Dinas

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk Pegawai Tidak
Tetap yang melakukan Perjalan Dinas untuk Kepentingan
Negara ditentukan oleh KPA acuan dengan tingkat
pendidikarni/ kepatutan/tugas yang bersangkutan.

(3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 Ayat (1) diberikan tingkat Biaya Perjalanan Dinas

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan ketentuan

sebagai berikut: -
a) Uang Farian dibayarkan secara lumpsum dan

merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Walikota pada Lampiran I.

b) Biaya Trarsport Pegawai dibayarkan sesuai dengan
biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana
tercantum dalam Lapiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan clari Peraturan Walikota ini.

c) Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil
dan berpcdoman pada Peraturan Walikota Pagar Alam

, pada Lampiran Peraturan ini.

d) Biaya Representasi dibayarkan secara lumpsum dan

meru»akun batas tertinggi sebagaimana diatur dalam

peraturan ini.

€) Sewa kendaraan dalam koca dibayarkan ser ua, dergen
biaya riil dar berpedoman pada peraturan ini.

f) Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan
dengna pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan
sesuai ucngan Biaya riil: dan

g) Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan
dengan yengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan
sesuai dengan biaya riil.

2. Lampiran V, Fasilitas dan Biaya Penginapan diubah, sehingga
Lampiran V, Fusilitas dan Biaya Penginapan sebagaimana
tersebut pada Lampiran Peraturan Walikota ini.



Pasal II

Peraturan Walikota ir.i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota iri dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal /| Jum “2015

WALIKOTA PAGAR ALAM

IDA FITRIATI BASJUNI

Di undangkan di : Pagar Alam
Padatanggal :) 9uni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM '

H.

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR /£&, SERI E



Lampiran V 1 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA PAGAR
ALAM NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS PEJARAT NEGARA,PEGAWAI NCGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR
ALAM TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : TAHUN 2015

FASILITAS OAN BIAYA PENGINAPAN

WALIKOJA PAGAR ALAM

Z
IDA FITRIATI BASJUNI
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